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L PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bag pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnva serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasional. Hak
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu cin penting negara demokratis yang menjunjung tingg kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan Penyelenggaran Megara yang baik (Ciood Covernanee),
Pemberlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
(UU KIP) pada tanggal 30 Apnl 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong
Keterbukaan Informas: di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng. Undang-Undang
ini telah membenkan landasan hukum terhadap hak setiap orang wntuk memperoleh
Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan
dan melayani permohonan Infonmasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara
sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah
menyediakan akses mformasi publik bag pemohon mformasi. Terkait dengan tugas
terschut, PPID Pembantu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID
Pembantu Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Dengan adanya
Standar Operasional Pelavanan Informasi Publik ini, diharapkan mmplementasi UL KIP
dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara
nyata terpenuhi.

B. DASAR HUKU'M

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 4846),

2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 temtang Pelavanan Publik {lembaran Negara Rl
Tahun 2009 nomor 112, Tambahan lembaran Negara nomor 5038),

3. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara nomoor 5071},



4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informass

Publik
5. Peraturan Dacrah Kabupaten Bulcleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng,

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tabun 2020 Tentang Perubahan Kedus Atas
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Crpanisasi, Tugas Dan Fungs Serta Tata Kerja Dhinas Dacrah.

C, MARSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Buleleng dalam menyediakan informasi terientu melaln mekanisme

pelaksanaan kegiatan pelayanan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Tujuam :

|, Mendorong terwujudnya implementasi UL KIP secara efektif dan terpenuhinya hak-hak
publik terhadap informasi yang berkualitas,

2. Memberikan standar bagi pejabat PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarak at
dan Desa Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pelayanan informasi pubhik

3. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng untuk menghasilkan layanan Informas publik
yang berkualitas.

1. HAKIKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon
informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional dan cara sederhana
pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban badan publik untuk
membenahi sistem dekomentasi dan pelavanan informas.

L ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Transparansi
Rersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memada serta mudah dimengerti
2. Akuntabilitas
Dapat di perfanggungjawabkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3. Kondisional



Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemben dan penenma pelayanan dengan tepat
berpegang pada pnnsip efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakar dalam penvelenggaraan pelayanan informasi publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

5. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender
dan status ekonomi

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing

masing pihak.
IV. Vis 15
Visi . Mewujudkan Pelayanan Informasi Yang Akuntabel
Masi -1, Meningkatkan layvanan informas: yang cepat, tepat, dan transparan

2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayanan informasi

V. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelavanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya
harus memiliki standar pelayanan vang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai wkuran
baky untuk penyelenggaraan pelavanan publik dan wajib ditaan oleh pemben dan penerima
pelayanan informasi, Adapun standar pelayanan informasi publik adalah sebapgal berikut
1. OPERASIONAL PELAY ANAN INFORMASI PUBLIK
Untuk melaksanakan pelavanan informasi perlu didukung oleh Front Cffice dan Back (ffice
yang baik :
a. Fronr (ffice meliputi :
|. Desk lavanan langsumg
2, Desk lavanan via media
b. Back Office meliputi :
1. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokmentas)
2. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi
3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informas.



BAGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
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Untuk memenubi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon mformasi publik,

Pejabai Pengelola Informasi Dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik

melakukan layanan langsung dan layanan tidak langsung melawi media antara lamn

menggunakan telepon (0362) 22488, email - pmdbuleleng ggmal gom, facebook : Dinas
PMD Kabupaten Buleleng dan website - www.dispmd bulelengkab.go.id.

. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan mformasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu
menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik di Sekretariat PPID Pembantu
yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerjn Senin sampa

dengan Jumat, sebagai bertkut ;
a. Senin 5.d. Kamis
Istirahat

b. Jumat

08.30 =.d. 15.00 WITA

12,00 s.d, 13.00 WITA

0830 s.d. 12.00 WITA



4. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI
PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng berupaya

membenkan Pelavanan Informasi Publik dengan sunggub-sungguh untuk dapat :

L.
2

Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan fepat waktu,
Menvediakan dan memberikan informasi publik vang akurat, benar dan tidak

menyesatkan,

. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wapb disediakan dan

divmumkan,
Menjamin penggunaan seluruh informas: publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan
ketentuan vang berlaku;

. Merespon dengan cepat pernintaan informasi dan keberatan atas informasi publik vang

disampaikan baik langsung maupun tidak langsung (melalui media).
Menyiapkan petugas informasi vang berdedikasi dan siap melayani;
Melaksanakan pengawasan internal dan evaluasi Kinerja pelaksana

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
1.

Pemohon informasi datang ke layanan informasi mengis formulir permintaan mnformass

dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi,

. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permuntzan Informasi Publik kepada

pemohon mformas: publik,

. Pertugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan

informasi publik vang telah ditandatangam oleh pemohon informasi publik;

Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna
informasi, akan tetapi jika informasi yang diminta masuk dalam kategon dikecualikan,
PPIT) Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku:

. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informas Publik kepada Pengguna

Informas: Publik,
Petugas Membukukan dan mencatat
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6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

I. Proses penyelesaian untuk memenuli permintaan pemohon informasi pubhk dilakukan
sctelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan vang telah ditetapkan,

2. Waktu penyclesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima
pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya
atau tidak, Dan PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 han kerja.

3. Penyampaian/ pendistribusian/penverahan informasi publik dilakukan secara langsung,
melalul email, fax atau jass pos.

4. Jika permohonan informasi diterima maka di surat pemberitahuan juga dicantumkan
materi informasi vang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk
keperluan pengadaan atau perekaman. Apabila permintaan informasi ditolak, maka
dalam surat pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP,

7. BIAYA TARIF
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara griatis
(tidak dipungut biaya) dan dapat mengakses melalui website yang tersedia.

8. KOMPETENSI PELAKSANA LAY ANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informas:

publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh petugas baik di froni affice



maupun di back office. Untuk petugas pada Desk Layanan Informasi Publik divtamakan
yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan
keterbukaan informasi publik dan pelavanan publik, ketersmpilan dan sikap dalam
berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan mgas pelayanan informasi

a.

. LAPORAN OPERASIONAL LAY ANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan hasil transaksi penvelengparaan pelavanan publik dilakukan mefalu
pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayvanan informas pubhk. Petugas
pelayanan informasi publik setiap han membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan
Daokurmentas:,

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi membuat faporan bulanan hasil
pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada PPID
Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng,
Selanjutnya PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa Kabupaten
Buleleng setigp bulan melasporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Stanstik Kabupaten Buleleng, selaku ketua PPID Utama Kabupaten
Buleleng;

Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informas publik yang sudah
dipenubu, tindaklanjut dan permintaan yvang belum dipenuhi, penclakan permintaan
informasi publik disertai dengan alasan penolakanya dari waktu diperlukan dalam
memenuhi setizp permintaan pemohon mformasi sesuai dengan ketentuan yang felah

diatur dalam peraturan perundang-undangan,

10. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara (ertulis kepada atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

a.

Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008,

Tidak disediakannya informasi berkala scbagnimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-
Undang No, 14 Tahun 2008

Tidak ditanggam permintaan informasi.

Permintazn informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta.

Tidak dipenuhinya permintaan informas.



f  Pengenaan biaya yang tidak wajar.
g. Penyampaian informasi yang melebihi wakiu yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan

VL KEDUDUKAN PPID PEMBANTL
a. PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakst dan Desa Kabupaten Buleleng

berkedudukan di Jin. Pahlawan Nomor | Singaraja.

b, PPID Pembantu ditetapkan melaln Keputusan Kepala Dinas  Pemberdayvaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

¢. Ketua PPID Pembantu adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng.

VIL TUGAS DAN FUNGSI
Tugas dan Fungsi PPID Pembantu / SKP'D
a. Togas :
Merencanakan, mengorgamsasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluas
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.
b. Fungsi :

« Mengelola dan melavani informasi publik serta dokumentasi di Lingkungan Unt
Kera:

» Pengolahan, penataan, dan pemyimpanan data dan/ atau informasi publik vang
diperoleh di Unit Kerjanya,

« Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategon
dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik vang ditetapkan oleh Pejabat
vang berwenang.

o Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.

s Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

« Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik sena dokumentasi,



VI, MEKANISME PENGUMPLULAN, PENGKLASIFIKASIAN,

PENDOKLUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI
1. PENGUMPULAN INFORMASI

a. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang

dan vang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerga,

b, Informasi vang diknmpulkan adalah informasi vang berkualitas dan relevan dengan tugas
pokok dan fungsi.

¢. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dan pejabat dan arsip, baik arsip statis
maupun dinamis,

d. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir ¢ merupakan pejabal yang berlanggung
jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungst pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Buleleng, sedangkan arsip statis dan dinamis mierupakan arsip yang
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satker;

¢. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut
1) Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kenanya,

7} Mendata kegiatan vang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya,
3) Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan,
4) Membuat daftar jenis-jems informasi dan dokumen.
f Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan mformas: dan
dokumentasi, meliputi :
1} Orgamisasy’ Kelembagaan,
2} Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait,
3} Sumber Dava Manusia (Struktural dan Fungsional),
4) Program dan Kegatan,
5) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan
kegmatan.
) Sarana dan Prasarana sena Sisiem Informas (IT),
7} Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala,
8) Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Meria,
9} Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat,
107 Daftar Informast Yang Dhkecualikan
2. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informas dibagi menjad dua kelompok, yaitu informasi

vang bersifat publik dan informas: yang dikecualikan.



Informasi Yang Bersifat Publik
Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesual dengan tugas pokok, fungsi dan
kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:
a) Informasi vang bersifar terbuka, vailu informasi vang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, meliput -
1} Profil vang meliputi seperti seéjarah singkat, struktur organisa=, tupuan,
kedudukan. tugas dan fungsi. program kerpa, dan sebagainya.
2) Informasi mengenai kegiatan dan kinena Pemenntzh Kabupaten Buleleng,
Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya,
3} Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan
pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban kevangan, dan sebagainya
4} Informasi lain vang diatur dalam peraturan perundangan.
5) Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.
b} Informasi yang wapb diumumkan secara serta merta, yaitu informas vang dapat
mengancam hajat hidep orang banvak dan keteriban wmum, meliputi
1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tmmami, gunung
meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya
2} Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemenksaan mbah
bahan kimi yvang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
3} Informasi mengenm kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklic
untuk pembangkit tenaga hstrik.
4) Informasi mengensi penggusuran |ahan, sepertt penggusuran lahan untuk
kepentingan umum

5) Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banvak

B. Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, meliputy

1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah
Kabupaten Buleleng, tidak termasuk informasi vang dikecualikan.

2} Hasil  keputusan  Pemerintah  Kabupaten Buleleng dan latar  belakang
pertimbangannya.

3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/ atau
dibaca di SKPD.

4) Rencana  kerja program/ kegiatan, termasuk perkiraan pengelusran tahunan
Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat dilihat dan/ atau dibaca di SKPD

5) Perjanjian Pemenntah Kabupaten Buleleng dengan pihak ketiga.



6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng

dalam pertemuan vang terbuka pntuk umum,

T) Prosedur kerja pegawa Pemenntah Kabupaten Buleleng vang berkatan dengan

pelayanan masyarakat; dan/ atau

8) Laporan mengenai pelavanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahon 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

. Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yvang dikecualikan, perlu diperhatikan haf-hal sebagai

berkut -

Informasi vang dikecualikan adalah informas: sebagaimana diatur dalam pasal 17

dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi vang

dikecualikan

|} Ketat, antinya untuk mengategorikan informasi vang dikecualikan harus benar-
benar mengacn pada metode vang valid dan mengedepankan obvektivitas,

2) Terbatas, arinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada mformas
tertentu untuk menghindan penafsiran vang subyektif dan kesewenangan.

3 Tidak mutlak, artinva tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika
kepentingan publik vang lebih besar menghendakinya.

. Pengecuahan harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm

fest) yang mendasan penentuan suaty informasi harus dirahasiakan apabila informas:
tersebut dibuka,

Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektf,
maka metode sehagaimana fersebut pada poin ¢ dilengkapi dengan wji kepentingan
publik {halancing public interest test) yang mendasari penentuan informas harus
ditutup sesual dengan kepentingan publik,

Pengklasifikasian akses informasl hares disertai pertimbangan tertulis tentang
implikasi informasi dan sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan periahanan
keamanan.

Usnlan klasifikasi akses informasi vang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana
dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang
memiliki kemandirian dalam mengelela kegiatan, anggaran dan administrasi.
Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat

AT 1R



3. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan imformasi, catatan dan/
atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh PPID Pembantu guna membantu PPID
dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesual
dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang fata
persuratan  vang berlaku di  lingkungan Pemenntah  Kabupaten Buleleng.
Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliput
a. Desknpsi Informasi -

Setiap SKPD membuat ningkasan untuk masing-masing jents informas:.
b, Venfikasi Informasi @

Setiap informasi divenfikasi sesuan dengan jenis kegiatannya.
¢, Orentikas Informas:

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap

satuan Kerja.

d Kodefikasi Informasi,

Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan

kodefikasi di mana metode kodefikasi ditentukan sendini oleh Satker;

e, Penataan dan Penyimpanan Informasi.
4. PELAYANAN INFORMASI
a. Mekanisme Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengpuna

informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, membenkan layanan

langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik,

1} Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi  publik vang
dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai
berikut:

4} Pemuohon informasi datang ke desk layanan informas: dan mengisi formulir
permintaan mformasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan
pengguna informasi.

b} Petugas memberikan tanda buky penerunaan permintaan informasi publik
kepada pemohon informasi publik,

¢) Petugas memproses permintaan pemohon informas: publik sesuai dengan
formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangan oleh pemohon
informasi publik.



di Petugas memenuhi permuntaan imformasi sesuai dengan yang diminta oleh
pemohon/pengguna informasi, Apabila informasi vang diminta masuk dalan
kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesual dengan ketentuan
peraturan perundangan vang berlaku.

¢} Petugas memberikan Tanda Bukti Penyershan Informasi Publik kepada
Pengguna Informasi Publik.

2} Layanan informasi melalu media baik onlme maupun cetak, yaitu informasi publik
yang lersedia dan diumumkan secara berkala dilavani melalui website Dinas
Pemberdavaan Masvarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dan media cetak yang
tersedia,

5. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Mekanisme Penvelesaian Sengketa Informasi

a PPID vang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagar benkut.

1) PPID mempersiapkan daftar pemohon dan’ atau pengguna informas: yang akan
ditolak.

2} PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKEPD yang terkait paling
lambat 3 han kerja setelah surat permohonan diterima PPID.

3) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatan gam
oleh seluruh pesenta rapat.

4) Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

b. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon
mformasi publik secar tertulis
1) PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau

pengeuna informasi.

27} PPID mengadakan rapatl koordinasi dengan melibatkan SKPD vang terkait paling
lambat 3 hari kerja setelah sural permobonan diterima PPLD,

3) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh seluruh peseria rapat.

4} Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

¢ Penyelesaian senghketa informasi
|y PPID menyiapkan bahan-bahan terkait senghketa informas:.

2) PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan

PPID.



1) Pada saat sengketa informasi berfanjut ke Komasi Informas:, PTUN, dan MA, maka
PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi

Singaraja, | Januari 2021
WP:mhurda}-nan Masyarakal Dan Desa
; "':_-n il r)?ﬂELLPII.[Eﬂ Buleleng,

o

#

1S JAYA SUMPENA;SE
NP 19630887 1992011001




FORMAT I : FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

FEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pahlawan No. | Singaraja Telp. 22488
Webaane | wwew dispmd bulelengkab gooad

FORMULIR PERMOHOMNAN INFORMAS]
(RANGEAP DUA)
Mo. Pendaftaran [diisi petugas]® : e

Mama) Organisasi Pemaban

Mo, KTRY SN Pazpor

Mo, fkts Pendirian |untuk onganisasi]
M, SKT Eesbangpol |(umuk organstasi|
Alamat

Pekerjaan
MomarTelepon
Ermail

Aimctan nfermasi yang Dibutublan
{tembohion kertos bia periu)

Tuifian Penggunaan inlormasi
fevmabahkon kertas bia penl)
Cass Mesmpeimnlah Infarmasi ** | 1| Welifat! membaca) mendengarkan) memcatar®*

| | Mendanatkan Safinan informasi {herdeapy) solcopy) ™™=

Earn Mend ke Sakin Rl sil™ |:| Mengarmbil largsung
foiiw iy i kel o i Saifenar 1 Fovrisd)

Dedvigas Paliganpn inforreadi Parmihon imformasi
| Penerims Permohanan |

Katmrargan

*[iks| cish petugas bardasarkan nomsar regisiras perrmahoran Informesd Pulblik
=& pili setahb satu sengan memDen tands dlang (4}

ek Coret yang tidak perii



Hak-hak Pemchon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohen informasl berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali
{a) Informasi yang apabila dibuka dan diberfkan kepada pemehon informasi dapat ; Menghambat proses
penegakan hukum; Menganggu kepantingan perlindungan hak atas kekaysan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam indonesia; Merugikan ketahanan ekonoml nasional; heerugikan
kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkep isl akia otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat sessarang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar
Badan Publik stau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuall atas putusan Komisi

Infarmasl atau Pengadilan; infarmasd yang tidak baleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

{b] Badan Publik juga dapat tidak meamberikan informasi yeng belum dikuasai atau didekurmentasikan

il. PASTINAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHOMNAN INFORMAS] BERUPA NOMOR PENDAFTARAMN
KE PETUGAS INFORMASI PPID. Bila tanda bukti permohonan nformasi tidak diberikan, tanyakan kepada

petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap,

ill. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitabuan tertulis tentang diterima atsu tidaknya
parmohonan informasl dafam jangks waktu 10 [sapuluhl hari kerja sejak diterimanya permaohonan
informasi olah Badan Publik, Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis
117 hari kerja, datam hal informasi yang diminta belum dikuasal/ didokumentasikan atau belum dapat

diputuskan apakah informasé yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak,

. Pejabat Pengelola Infarmasi dan Dokymantasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidsk dipungut
biaya), sedangkan untuk perggandaan, pemohon/ pengguna informasi publie dapat melakukan
nenggandaan photocopy sendiri di sekitar Gedung Dinas Pembardayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Buleleng atau biaya perggandaan ditanggung oleh pemohon informast

V. Apabila Pemohan infermasl tidak poae dengan keputusan Radan Publik (misal: menolak permintaan
Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemchon Informas! dapat mengajukan
keberatan kepada Atassn PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak parmohonan informasl
ditolak/ ditemukannya slasan keberatan Lainnya. Atasan PPID wajib memberikan fanggapan tertulis atas
keberatan yang diajukan Pemolon Informas sslambat-lambatrya 30 {tiga puluh) hari kerja sejak diterima/

dicatatniya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Wl Apabils Pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat
mengajukan kebaratan kepada Komisé Informasi dalam jangka waktu 14 {ompat belas) hari ketju sefak

diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon informas Pualalik,




FORMAT 2 : TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. 22488
Website | www.dispmd bulelengkab go id

TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI FUBLIK

Telah drterima dar pemohon’ pengguna informas: publik ;

Permintacn Informas: tentang

Mama Pemohon Informasi
Momor KTP {sesua1 KTR)

Alamat Pemohon

Wi Foormoli Permohonan Informas:

Keterangan o
* Tanda bukti penerimasn permohonan iformasi publik digunakan sehagad bukn telah melakukan
permohonan informusi publik di Dinas Pemberdsyaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Huleleng.

Smgaragd, ... Sy
Petugas Penenima,

Mama Jelas dan Tanda Tangan



FORMAT 3 : FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Julan Pahlawan No. | Singaraja Telp. 22458
Webaite : www dispmd bulelengkab. go.1d

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Momor - ..., ..

Berdasarkan Permohonan Informas pada ... itangrgal/ bulan tshun ) dengan
Momor Pendaftaran ... ... berssms i disampaikan kepada Saudarab

Mama’ Crpanssasi Pemohon
Alamar

Moror Telepon

Email
Pembentahuan sebagan berikut
A Informas dapai diberiban
Py Hal-hal Terkait Informasi Publik K.erangan
i Penguaszan Informasi Publik | | Tersedia di PFID
|| Badan Publik imn,
| = it , .
2. | Bentuk fistk yang tersedin || Boficopy
Hardcogy
1. | Hiaya yang dibutuhlon Paryalinan Rp
i ] Penginman Bp .
| Liin-lmin Rp...
— Tumiah Rp
4 | Wakey Penvediaan rrorere BATE

5. | Penjelasan penghitaman, ﬁmuamm_mlhnum yang dimohon {tambahkan keras bils perfu}

B. Informas tidak dapai diberikan karena ;
Infrmaes vang damanta belim dhkiiasan
Infiirmass yang demanta belum didokumentazikan

Penyediann informasi yang betum didokumentasikon dalakukan dalam jangka wakte

it A EPEEY, e (O EL | e )

Pejabar Pengeloln Informes dan Dokumeniss
{PPID) Pembantii
[Minas Pemberdayann Masyarakat dan Dess Kab. Buleleng




FORMAT 4 : PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABRUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Pahlawan Mo, | Singaraja Telp. 22488
Website  www. dispmd. bulelengkab. go.ad

PERPANJANGAN WAKTL PENYAMPAILAN INFORMASI PUBLIK
Momor ;|

Berdasarkan Permohonan Informas: pada . {tanggal’ bulan/ tatm)

dengan Nomor Pendaftaran ... ... bersama ini disampaikan kepada Sandara/s

Nama! Crgamsasi Pemohon

No. KTP 5IM/ Paspor

Mo, Akta Pendiman {untuk

[ g=t gl LHLTY

Mo, SKT Kesbangpol {untuk

CrpanisaLt |

Alamat

NomosTelepon
Emanl
Informas: Yang Dibutuhkan

Dengan i disampaikan bahws wakin penyampaian nformasi sebagaimana  yang
dimohonkan diperpanjang wakiu penyampamannys hinggs (tglbulanitshun) dengan
alasan sebaga benkut

Singarap,. . ..., ... 23 |
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas:

{PP10y) Pembantu
Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa kab. Buleleng



FORMAT 5 : SURAT KEFUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

FEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Pahlawan No. | Singaraja Telp. 22488
Webaite | www dispmd bulelengkaby, go id

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHOMAN

Momor *:

Mama' Orgamsasi Pemsobon
Alnman

Momor Tekspon SRR
Emnd
Fumcaan Informaes: % ang Debminhkan

FPIT memuiuskan babon miformss: vang dmmohonkan adalah

INFORBAS]I YANG DIKECRUALIKAN
Pemgocualian Indormeesi herdasarkan pada Pasal E7 Buiul vereere LIL KT ®=
alasan
Fasal ... Usdone-Undang ..........oceooe... b

Balrwa herdassrban prial-pasal di aias, mensbukn mlormas: tersebul dapst menenbalism konsskuersy sebagan bersout

Diengan denstkian memyalakan babwva |

PERMOHOMAMN INFORMAS| DITOLAK

Fiks Pomoban Informast keberaim pins penalskan me moka Pemahon Informas dspal mengapkan kehernion kepada
aiasan FPID selansbal-lansbatzyn M0 (cign pubish) kori kerja sejak monerimn Surat Kepalmsan i
Pegahal Fesgololn Informas) den Dokementas
(PRI} Pombanis
Chaes Pomberdoyaan Masyarmkat dan Dosa Kzb, Bulekmg

* Sama & Tandatangan

Kelorangan
L Dissi eleh peboges herlasarksn somor registras: pormohonan mirmsi publik
e : Dimsi oleh PPID s dengan pengecualism padas Pasal 17 humd a=1 UL K1,

i Sewuni devgan Pasal 17 huref y UL KEP, deisi olel PPIE sesumi dengan Posal pengecualian dalsm usdang -andasg
txin yang mesgecualikom mitrmmsi ymg dimohos et (sebotkon pasal dan endass-usdangny s}



FORMAT 6 : PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAS]

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Pahlawan No. | Singaraja Telp. 22488
Website - www dispmd bulelengkab go.wd

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A INFORMAST FENGAJLU KEBERATAN
Nomor Regisirasl Keberatan T PP, MY dind prefigas)®
Wamor ffendafaran Permohonas

[ [T |

Tujuan Pengrenaan Lk R S
s nbititas Femo b

Fams! Coprmis Penoton

Adapmim

Pelerimn L S e R e

MemmoaTelepy 00 00000 e i

Eamaid

Identitites Kussy Pemolios =*

Magms 1 . P i S H S i =
L

Hamin Telopon R SO — 1 i 17 PR L S T :

B ALASAN PENGAJUAN KERERATAN =
i Permohonan Informas: ddolsk

b Infoemsi berkel imlek disediaken

¢ Permimtass Tiformes filele Gimeggem

d  lerinisiaes Infornesi dienggapl isfnk ssbipasmans yang diminia
@ Pormimtnn Tnfoema tdok dipeouhi

[ Infroei daampalinn mebebibi anpks wskti yang dbcmikamn

. HARD TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIRERTEAN .. HF G
{tmrggnly, (hulas’y, (isbves) dides oheh petugss ****

Lemikmn kebemitan i davn asmpailie, mles perialiom dem innggepesy, s ncapdam lorima kasid

{irmpsi {tergggml, iilim. mhuny == *=*
Pirgeinken TeTTT, FlH1.FI|TI.I Keheratan
Pelugen Tnlimmun
{Pererams focteeraban
, s, | T 1]

EETERAMGAN : )
" Momar register pengajuan keberaian disi bordmarkan buku register pengupsan keberstn
bk Jdemttas kuasa pemohon dish jika pdn kunm pemobonnya don melampirkan surs kuns. ;
sk Sesuni dengan Pasal 35 UL KIP, dipili oloh Pongaje Keberalm sesuai dongan alvsas Leberntan vang disjskan

Ll Diii sosua dengan ketertuan janghka wakty dadus L] KIP

s#s%4 - Tonggal duisi dengan tangsal decrsnanya pengauan keberstan yamu sejok keberaton dimvotsiom lenghap
sesuai desgan buln register pengajunn keborata . Y

EETET T Dialam hal keborstm diajulian secara langsang, ks fnrmuelor kot bératan [zoa dﬂ.ﬂdtﬂ.ﬂ.ﬂml el peiugas yang
mensrim pengEjuan keteram



FORMAT 7 : TANDA BUKTI PENERIMAAN SALINAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS FPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Pahlawan Moo 1 Singaraja Telp. 22488
Webaite | www dispmd bulelengkab god

A BUKTI PENERTMAAN SALINAN INF

PO e e ettt m e o S ObER Petugas)
Tondo terima s dibaent d S woeers il by .. tanggal bulan
tahum , babwa dalam sengka memenuln Permohonmm  Informas: Poublik atas nama
dation denan Mo, Pendaftemn ) (Formulir  Permohonan
terlampir) dan Mo, Pemberabusn Terwlis . (Pembentahuan Tertulis

terlampar), maka Phak Kedus dengan im menyerahkan kepada Pihak Pectama dan Pihak Pertama
dengan 1 menenme dan Pihak Kedua salman dokumen sebagan berkut

Demikian Tenda Tenma Salmaen nformas: Publik m dibwat berdasarkan kesdsan yang scbenamya
untuk dapat dipergunakan sebagasmng mestinya

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Yang Menerimi, Yang Menyerahkan,



